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ABSTRAK 
Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan 

efektivitas pelayanan publik di Desa Brenkok. Penulisan ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif yang 

menekankan pada konsep tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi transparansi, akuntabilitas, 

keterlibatan, dan efektivitas. Temuan penulisan menunjukkan bahwa konsep-konsep tersebut telah diterapkan 

secara efektif di Desa Brenkok. Layanan revolusioner "PEPES TAHU" mengefisienkan pemrosesan surat, 

meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong efektivitas dan efisiensi layanan. Transparansi dicapai melalui 

papan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan 

keputusan meningkatkan tata kelola pemerintahan. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif 

berdampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan efektivitas administrasi desa. 
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Pendahuluan 
Latar belakang penulisan ini 

membahas pentingnya pelayanan publik yang 

berkualitas sebagai bagian dari implementasi 

good governance di Indonesia. Meskipun good 

governance telah diterapkan sejak era Orde 

Baru, keberhasilannya masih belum optimal, 

terutama dalam pengelolaan pelayanan publik. 

Banyak masalah yang menghambat penerapan 

prinsip-prinsip good governance, seperti 

birokrasi yang berbelit-belit, kurangnya 

transparansi, partisipasi masyarakat, dan 

akuntabilitas. Pelayanan publik yang buruk 

berdampak negatif pada kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah, memicu 

ketidakpuasan, dan memperkuat stigma negatif 

terhadap birokrasi. 

Penulisan ini juga menyoroti peran 

otonomi daerah, yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik di 

tingkat daerah. Pemerintah daerah bertanggung 

jawab sepenuhnya dalam pembangunan untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Meskipun ada beberapa perbaikan sejak 

reformasi birokrasi, pelayanan publik masih 

jauh dari harapan. Penulisan ini berfokus pada 

penerapan prinsip-prinsip good governance 

untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik 

dan menciptakan sistem pemerintahan yang 

lebih transparan, responsif, dan akuntabel. 

Good governance dianggap sebagai 

solusi untuk meningkatkan kepuasan 

masyarakat, namun pelaksanaannya masih 

menghadapi berbagai kendala, seperti 

kurangnya sarana, prasarana, dan sumber daya 

manusia yang handal. Penulisan ini bertujuan 

untuk mengevaluasi implementasi good 

governance dalam pelayanan publik, dengan 

harapan dapat memberikan rekomendasi yang 

konstruktif untuk perbaikan ke depan. 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pelaksanaan Implementasi 

Good governance yang dijalankan di 

pemerintahan Desa Brengkok Kecamatan 

Brondong, Kabupaten Lamongan? 

2. Apa saja indikator yang digunakan untuk 

mengukur dan menilai kinerja pemerintah 

desa menurut Werther & Davis (1996) 

pada elemen validity, agreement, realism 

dan objective di pemerintahan desa 

Brengkok, Kecamatan Brondong, 

Kabupaten Lamongan? 

 

Tujuan Penulisan 

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan 

Implementasi Good governance yang 

dijalankan di pemerintahan Desa 

Brengkok Kecamatan Brondong, 

Kabupaten Lamongan. 

2. Untuk Mengetahui indikator yang 

digunakan untuk mengukur dan menilai 

kinerja pemerintah desa menurut Werther 

& Davis (1996) pada elemen validity, 

agreement, realism dan objective di 

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam 
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pemerintahan desa Brengkok, Kecamatan 

Brondong, Kabupaten Lamongan. 

 

Metode Penelitian 
Jelnis pelnellitian ini adalah pelnellitian 

delskriptif kulalitatif, yaitul sulatul jelnis pelnellitian 

yang melmbelrikan gambaran telntang pellayanan 

kelselhatan di Pulskelsmas Kelcamatan Mojowarno 

Kabulpateln Jombang. Melnulrult Sulgiyono 

(2018:213) Pelnellitian kulalitatif adalah meltodel 

pelnellitian yang didasarkan pada Filsafat yang 

digulnakan ulntulk kondisi ilmiah (elkspelrimeln), 

dimana pelnelliti selbagai instrulmeln, telknik 

pelngulmpullan data dan analisis belrsifat kulalitatif 

dan lelbih melnelkankan pada makna. Meltodologi 

Pelnellitian Kulalitatif belrtuljulan ulntulk melnganalisis 

dan melndelskripsikan felnomelna ataul objelk 

pelnellitian mellaluli aktivitas sosial, sikap dan 

pelrselpsi masyarakat individul ataul kellompok. 

Data-data disini dipelrolelh mellaluli prosels 

pelncarian dan julga pelngamatan yang telpat 

belrdasarkan sulmbelr- sulmbelr telrtelntul. Jelnis data 

yang digulnakan dalam pelnellitian ini telrdiri dari dula 

jelnis yaitul:1) Data Primelr dikulmpullkan mellaluli 

obselrvasi, dokulmelntasi dan wawancara yaitul data 

yang dipelrolelh langsulng dari informan selhingga 

pelngulmpullan data belrulpa tatap mulka dan tanya 

jawab yang selsulai delngan yang diharapkan olelh 

pelnelliti. 2) Data Selkulndelr, yaitul data yang 

dipelrolelh mellaluli stuldi kelpultulsan, relfelrelnsi-

relfelrelnsi pelratulran pelrulndang-ulndangan, 

dokulmeln, obselrvasi, selrta pelnellitian telrdahullul 

yang ada rellelvansinya delngan pelnellitian. Sulmbelr 

data selkulndelr ini melrulpakan sulmbelr data yang 

sangat mellelngkapi selrta melmpelrbanyak ulntulk 

melndulng data primelr. 

 

Pembahasan 
A. Implementasi Good Governance pada 

Pemerintah Desa dalam Meningkatkan 

Kinerja Pelayanan Publik Terhadap 

Masyarakat. 

1. Akuntabilitas 

Penulisan ini membahas penerapan prinsip 

good governance di Desa Brengkok dalam 

meningkatkan kinerja pelayanan publik. 

Fokus utama adalah pada prinsip 

akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan 

efektivitas. Hasil penulisan menunjukkan 

bahwa pemerintah desa telah berhasil 

menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan 

baik. Akuntabilitas terlihat dari 

pertanggungjawaban yang dilakukan oleh 

seluruh aparatur desa, termasuk inovasi dalam 

pelayanan bernama PEPES TAHU (Pelayanan 

Pesan Tanpa Tunggu), yang mempermudah 

masyarakat dalam mengurus dokumen seperti 

KTP, KK, dan surat pindah tanpa harus 

melalui calo. Transparansi ditunjukkan 

dengan penyediaan papan informasi yang 

memudahkan masyarakat untuk mengetahui 

informasi terkait pemerintahan. Partisipasi 

masyarakat juga terwujud melalui keterlibatan 

mereka dalam penyampaian aspirasi. Secara 

keseluruhan, penerapan prinsip good 

governance telah membantu meningkatkan 

kualitas pelayanan publik di Desa Brengkok. 

 

2. Akuntabilitas 

Pembahasan ini mengulas penerapan 

prinsip transparansi dalam pelayanan publik 

di Desa Brengkok. Meskipun pemerintah desa 

berusaha terbuka dengan memberikan 

informasi tentang kebijakan dan kegiatan, 

beberapa warga masih merasa kesulitan dalam 

mendapatkan pelayanan yang objektif dan 

transparan. Masalah ini disebabkan oleh 

kurangnya komunikasi antara aparatur 

pemerintah dan masyarakat. 

Wawancara dengan warga menunjukkan 

bahwa mereka menginginkan informasi yang 

lebih jelas, seperti melalui papan informasi, 

untuk memahami persyaratan pelayanan. 

Kepala Desa, Bapak Nuriyadi, menjelaskan 

bahwa pemerintah desa telah berupaya 

transparan untuk menghindari praktik negatif, 

seperti korupsi. Meskipun ada papan 

informasi yang disediakan, banyak warga 

yang belum memanfaatkannya secara 

maksimal. 

Secara keseluruhan, meskipun pemerintah 

Desa Brengkok telah melakukan langkah-

langkah positif dalam menerapkan 

transparansi, masih diperlukan peningkatan 

dalam komunikasi dan partisipasi masyarakat 

agar informasi dapat disampaikan dengan 

lebih efektif. 

3. Partisipasi 

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam 

pengambilan keputusan di Pemerintahan Desa 

Brengkok. Kepala Desa, Bapak Nuriyadi, 

menegaskan bahwa keputusan selalu 

melibatkan perwakilan masyarakat, yang 

membantu meningkatkan koordinasi dan 

kualitas pelayanan. Ibu Maswatin, Kepala 

Seksi Pemerintahan, serta Bapak Rodi 

Santoso, Sekretaris Desa, juga menyatakan 

bahwa partisipasi masyarakat penting untuk 

mengidentifikasi masalah dan meningkatkan 

kinerja administrasi. 

Namun, ada pandangan dari beberapa warga 

yang merasa bahwa partisipasi dalam 

keputusan masih kurang, sehingga 

menghasilkan kesan bahwa prosesnya masih 

sepihak. Bapak Nuriyadi merespons bahwa 

pemerintah desa sudah terbuka dan 

mengundang masyarakat untuk berpartisipasi, 

namun masyarakat mungkin kurang 

memahami cara untuk terlibat 

4. Efektivitas 
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Efektivitas diartikan sebagai kemampuan 

pegawai dalam memberikan pelayanan yang 

cepat, mudah, dan disiplin. Namun, 

berdasarkan wawancara dengan warga, 

banyak yang merasa bahwa pelayanan masih 

kurang efektif, terutama karena adanya 

ketidakdisiplinan dari beberapa petugas yang 

menyebabkan antrian dan waktu tunggu yang 

lama.  

Kepala Desa, Bapak Nuriyadi, berusaha untuk 

meningkatkan efektivitas dengan 

menyederhanakan prosedur pelayanan. 

Namun, ia mengakui ada beberapa pegawai 

yang kurang disiplin, yang bisa disebabkan 

oleh faktor-faktor seperti jarak ke kantor atau 

urusan mendadak. Masyarakat juga 

mengungkapkan harapan agar ada sistem 

pelayanan yang lebih baik dan evaluasi rutin 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 

Salah satu inisiatif yang diterapkan adalah 

pelayanan PEPES TAHU (Pesan Tanpa 

Tunggu), yang memungkinkan masyarakat 

mengajukan berkas secara langsung tanpa 

harus menunggu lama. Namun, masih ada 

tantangan dalam hal disiplin pegawai yang 

mempengaruhi efektivitas pelayanan. 

 

B. Indikator yang digunakan 

untuk pengukuran dan 

penilaian kinerja pemerintah 

desa menurut Werther & Davis 

(1996) 

1. Produktivitas 

hasil survei terkait tingkat produktivitas 

pemerintahan Desa Brengkok dalam 

meningkatkan kinerja pelayanan publik. 

Mayoritas responden (60% - 80%) setuju 

bahwa pemerintah desa telah 

menunjukkan produktivitas yang baik 

dalam menerapkan prinsip Good 

Governance. 

Pada item pertama, 75% responden 

menyatakan bahwa aparatur desa telah 

mencapai tujuan dengan baik, dan 75% 

responden juga setuju bahwa etika kerja 

aparatur desa sudah sesuai. Sebanyak 60% 

responden menyatakan bahwa aparatur desa 

memiliki inisiatif yang tinggi dalam bekerja, 

sementara 80% responden menilai sarana dan 

prasarana sudah memadai untuk operasional 

kerja. 

Kepala Desa Brengkok, Bapak Nuriyadi, 

menegaskan bahwa evaluasi rutin dilakukan 

untuk memastikan kepuasan masyarakat 

dalam pelayanan publik. Meskipun ada 

beberapa hal yang perlu diperbaiki, secara 

keseluruhan, kinerja pemerintah desa dalam 

pelayanan publik dinilai baik oleh mayoritas 

masyarakat. Hasil kuesioner dan wawancara 

mengindikasikan bahwa produktivitas 

pemerintah desa sudah berjalan cukup baik, 

meski masih ada ruang untuk penyempurnaan. 

 

2. Kualitas Pelayanan 

Dari hasil kuesioner mengenai kualitas 

pelayanan publik di Desa Brengkok, 

mayoritas responden menyatakan bahwa 

pelayanan sudah berjalan dengan baik, 

meskipun ada beberapa yang merasa kurang 

konsisten. Sebanyak 70% responden setuju 

bahwa aparatur desa telah menunjukkan 

keramahan dalam memberikan pelayanan, 

namun 55% responden menilai bahwa kinerja 

aparatur desa masih kurang konsisten dan 

tidak selalu tepat waktu dalam pelayanan. 

Aparatur desa, seperti yang disampaikan oleh 

Bapak Rodi Susanto, menyatakan bahwa 

pelayanan publik dilakukan dengan ramah 

karena mereka juga bagian dari masyarakat 

yang membutuhkan pelayanan. Namun, 

beberapa warga, seperti Bapak Suyatno, 

mengeluhkan proses administrasi yang lama, 

meskipun mengakui bahwa pelayanan 

sekarang lebih efektif dan efisien. 

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa 

kekurangan, kualitas pelayanan di Desa 

Brengkok dinilai sudah baik oleh sebagian 

besar masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori 

Sedarmayanti (2009), yang menyebutkan 

bahwa pelayanan adalah kegiatan melayani 

masyarakat sebagai bagian dari tugas 

administrasi negara. 

 

3. Responsivitas 

Dari hasil kuesioner terkait responsivitas, 

sebagian besar responden menyetujui bahwa 

aparatur desa di Desa Brengkok cepat dan 

tanggap dalam memberikan pelayanan publik. 

Sebanyak 60% responden merasa aparatur 

desa responsif, sementara 65% menyatakan 

bahwa pemerintah desa mudah ditemui untuk 

menerima pengaduan masyarakat. 

Responsivitas ini juga terlihat dalam 

penanganan aspirasi serta keluhan dari 

masyarakat. 

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Yani Nur 

Farahim, aparatur desa sangat cepat 

menanggapi kritikan dan permintaan terkait 

pengurusan surat kematian, yang 

mempermudah proses bagi keluarga. 

Meskipun belum sempurna, responsivitas 

pemerintah desa sudah cukup baik. Hal ini 

sejalan dengan gagasan Dwiyanto yang 

menyatakan bahwa daya tanggap adalah 

kapasitas suatu organisasi untuk 

mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan 

dan aspirasi masyarakat.. 

 

4. Responsibilitas 
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Mayoritas responden setuju bahwa sanksi 

yang tegas harus dijatuhkan kepada aparat 

Desa Brenkok atas pelanggaran peraturan atau 

kekurangan disiplin, dengan 55% mendukung 

penegakan sanksi tersebut. Bapak Rody 

Santoso, Sekretaris Desa Brenkok, 

menjelaskan bahwa hukuman diberikan 

melalui Surat Peringatan (SP), yang 

berkembang dari SP 1 hingga SP 3, sebagai 

langkah tegas untuk meningkatkan disiplin 

dan kinerja pejabat. Pendekatan ini, termasuk 

inisiatif PEPES TAHU, diantisipasi untuk 

memfasilitasi pencapaian tujuan layanan yang 

lebih baik. Meskipun ada potensi untuk 

perbaikan, hukuman yang tegas telah 

membantu pemerintah desa dalam 

meningkatkan disiplin dan kemanjuran dalam 

pelaksanaan prinsip-prinsip administrasi yang 

baik, sejalan dengan tujuan organisasi, baik 

secara terang-terangan maupun terselubung. 

(Lenvire, 1990). 

 

5. Akuntabilitas 

Berdasarkan hasil kuesioner mengenai 

akuntabilitas, sebagian besar responden 

menyetujui bahwa aparatur Desa Brengkok 

telah menjalankan mekanisme kerja dengan 

baik, dengan 85% responden setuju bahwa 

prosedur kerja dipatuhi. Sebanyak 70% 

responden juga menyatakan pembagian tugas 

dan wewenang sudah jelas, dan 80% 

responden setuju bahwa aparatur desa 

bertanggung jawab dalam mengambil 

keputusan. Ibu Afira Fatmawati, salah satu 

warga, menyatakan puas dengan mekanisme 

kerja yang diterapkan. Hal ini diperkuat oleh 

Bapak Rudy Santoso yang menegaskan 

bahwa pembagian tugas di Desa Brengkok 

sudah diatur dengan baik. 

Walaupun masih ada kendala dalam 

pelaporan pertanggungjawaban, secara 

keseluruhan akuntabilitas di Desa Brengkok 

berjalan dengan baik. Ini sejalan dengan 

pendapat Sedarmayanti (2004:7) bahwa 

akuntabilitas adalah kewajiban aparatur 

pemerintah untuk bertanggung jawab atas 

tindakan dan kebijakan yang diambil. 

 

6. Transparansi 

Berdasarkan hasil kuesioner mengenai 

transparansi, sebagian besar responden 

menyetujui bahwa aparatur Desa Brengkok 

telah mampu memberikan informasi yang 

jelas kepada masyarakat, dengan 70% 

responden setuju mengenai hal ini. Selain itu, 

75% responden menyatakan bahwa aparatur 

desa mampu menyikapi informasi yang 

diberikan masyarakat dengan baik. Menurut 

Ibu Zuliyatin, Kaur Keuangan Desa 

Brengkok, transparansi sangat penting dalam 

pemerintahan, terutama dalam pelayanan 

publik. Meskipun belum sempurna, 

transparansi di Desa Brengkok sudah berjalan 

cukup baik. Pemerintah desa terbuka dalam 

memberikan informasi dan mengambil 

keputusan, sesuai dengan prinsip good 

governance yang dikemukakan oleh 

Sedarmayanti (2004:7), bahwa transparansi 

merupakan ciri penting pemerintahan yang 

baik. 

 

7. Partisipasi 

Berdasarkan hasil kuesioner mengenai 

indikator partisipasi, mayoritas 

responden menyetujui bahwa aparatur 

Desa Brengkok mampu menerima saran 

dan pendapat yang baik dalam proses 

perumusan kebijakan. Sebanyak 75% 

responden menyatakan bahwa aparatur 

desa terbuka terhadap masukan, dan 

85% menyetujui bahwa pemerintah desa 

mampu menampung informasi beragam 

dari masyarakat. Ibu Handayani, Kaur 

Perencanaan Desa Brengkok, 

menekankan pentingnya partisipasi 

sebagai bahan evaluasi bagi aparatur 

desa. 

Walaupun partisipasi ini sudah berjalan 

cukup baik, masih ada kendala dalam 

mengelola masukan dari masyarakat dan 

perangkat desa. Prinsip partisipasi ini 

sesuai dengan pandangan UNDP dan 

Sedarmayanti (2009:290), yang 

menyatakan bahwa setiap warga negara 

memiliki hak untuk berpartisipasi dalam 

proses pengambilan keputusan baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penulisan tentang 

Implementasi Good Governance pada 

Pemerintahan Desa Brengkok dalam meningkatkan 

pelayanan publik, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Good Governance telah melibatkan semua 

pemangku kepentingan, baik dari birokrasi 

maupun masyarakat. Pemerintahan 

Brengkok menjalankan prinsip transparansi, 

partisipasi, dan akuntabilitas dengan baik. 

2. Akuntabilitas diimplementasikan dengan 

baik melalui pelayanan yang praktis, seperti 

program PEPES TAHU yang memudahkan 

pengurusan surat-surat dan mengurangi 

biaya dari perantara. 

3. Transparansi diwujudkan melalui papan 

informasi yang memudahkan masyarakat 

untuk mengakses pengumuman dan jadwal 

kegiatan pemerintah desa. 

4. Partisipasi masyarakat diupayakan dengan 

melibatkan warga secara aktif, baik dalam 
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fisik maupun dalam menyampaikan aspirasi 

terkait desa. 

5. Efektivitas pelayanan ditingkatkan melalui 

program PEPES TAHU, yang membuat 

proses administrasi lebih cepat dan efisien. 

6. Penerapan prinsip Good Governance di 

Desa Brengkok telah meningkatkan 

pelayanan publik dan menunjukkan 

perubahan positif dalam pola pikir dan 

perilaku aparatur desa yang lebih 

berorientasi pada pelayanan masyarakat. 

 

Saran 
Untuk meningkatkan penerapan Good 

Governance di Desa Brengkok, diperlukan dua hal 

utama: 

1. Komunikasi efektif antara pemerintah desa 

dan masyarakat mengenai indikator 

pelayanan publik, sehingga masyarakat 

dapat menilai kinerja pemerintah dengan 

baik dan merasa puas. 

2. Peningkatan partisipasi masyarakat 

melalui edukasi, agar masyarakat 

memahami peran dan pentingnya Good 

Governance dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik di desa. 

Kedua langkah ini diharapkan dapat 

memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan 

masyarakat serta meningkatkan kinerja pelayanan 

publik. 
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